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Penyelenggara Telekomunikasi. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Departemen Komunikasi dan Informatika
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap
Penyelenggara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5171);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara,;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan  Jasa
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah  terakhir  dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/
M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan  Jasa
Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang
Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz
untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang
Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan
Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata
Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata
Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Belanja Operasional (Operational
Expenditure/OPEX) pada Penyelenggaraan
Telekomunikasi;
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14/PER/M.KOMINFO/04/2011 tentang
Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi
Untuk Keperluan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 255);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband) Berbasis Netral Teknologi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap
Sambungan Langsung Jarak Jauh;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap
Sambungan Internasional;

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap
Dengan Mobilitas Terbatas;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Kualitas
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap
Lokal;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Kualitas
Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan
Bergerak Seluler;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pendapatan Kotor adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan
telekomunikasi yang didapat dari setiap kegiatan usaha yang
berkaitan dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang
dimilikinya.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

Penyelenggaraan  Jaringan  Telekomunikasi adalah kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

Pencapaian Pembangunan adalah realisasi terhadap komitmen
penyelenggara telekomunikasi dalam  membangun dan/atau
menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi.

Standar Kualitas Pelayanan adalah indikator yang menggambarkan
kondisi layanan dari penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi.

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi
dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.

Pelayanan adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang
terkait dengan layanan kepada pengguna jasa.

Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan seluruh data dan
informasi secara tertulis dari penyelenggara telekomunikasi.
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